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Gencar Laksanakan Program Jaga Desa, Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar 

Petakan Permasalahan Perdata hingga Tata Usaha Negara 

 
Sumber gambar: 

https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Foto-bersama-ketika-kujungan-Jaga-Desa-Kejari-

Kabupaten-Banjar.jpg 

 

Program Jaga Desa dan Penanganan Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara terus 

secara kontinyu dilaksanakan oleh Bidang Intelijen dan Datun Kejaksaan Negeri 

(Kejari)Kabupaten Banjar.  Teranyar, Tim menyambangi di 3 (tiga) Kantor Kecamatan, 

yakni Kantor Kecamatan Mataraman, Kantor Kecamatan Sambung Makmur dan Kantor 

Kecamatan Pengaron. 

Dalam kesempatan tersebut Kasubsi A Seksi Intelijen Elita Inas Putrihartiwi, S.H dan 

Kaasubsi B Bayu Indra Sukma, S.H. didampingi Jaksa Fungsional Paradisa Eksakta G, S.H 

memberikan penyampaian materi kepada seluruh peserta yang berhadir di Kecamatan 

Sambung Makmur dan Kecamatan Pengaron dengan materi Peran Kejaksaan dalam 

Pencegahan Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa dan Sosialisasi Program Jaksa Kawal 

Desa (JAGA DESA). 

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Echo Aryanto Pasodung, S.H.,M.H, 

minggu (24/2/2023) menyampaikan materi kepada seluruh peserta yang berhadir di 

Kecamatan Mataraman dengan pembahasan dalam penggunaan Dana Desa yang akan 

digunakan untuk pembangunan Sarana Infrastruktur desa, harus melalui sebuah proses 

Perencanaan yang matang. 
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“Dengan begitu, memudahkan proses pelaksanaan serta menghasilkan suatu 

pekerjaan yang tepat mutu, tepat guna dan tetap waktu sesuai dengan tujuan rencana strategi 

kegiatan serta pelaporan dalam setiap tahapan pengerjaan harus disertai dengan Berita Acara, 

bukti dukung dan dokumentasi yang lengkap,” urainnya.  

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan, Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada 

Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar siap menerima keluh kesah dari para Aparatur Desa 

ataupun masyarakat terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum yang ada di desa-

desa. 

Masih pada kesempatan tersebut terdapat juga pemaparan materi oleh Jaksa 

Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Umum mengenai Restorative Justice dalam rangka 

memberikan pengetahuan mengenai wewenang Kejaksaan dalam menyelesaikan perkara 

berdasarkan keadilan restorative. Pembakal beserta perangkat Desa banyak berdiskusi 

mengenai permasalahan hukum yang dihadapi Perangkat Desa seperti masalah rencana 

pembentukan PERDES, rencana pembangunan Rumah Pintar dan juga pemecahan masalah 

sengketa lahan yang banyak dihadapi masyarakat Desa. 

Menanggapi permasalahan tersebut, Tim Kejari Kabupaten Banjar siap memberikan 

nasihat hukum serta berkomitmen untuk melakukan pendampingan dalam penyelesaian 

masalahnya. “Kegiatan ini merupakan program yang bertujuan menjadikan Kejaksaan 

sebagai mitra bagi perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan maupun dalam 

pengelolaan Anggaran Dana Desa, serta sebagai instrumen konsultasi dalam  pemecahan 

permasalahan hukum sehingga diharapkan menjadi solusi Kepala Desa dalam mengambil 

kebijakan pembangunan desa,” kata Kajari  Kabupaten Banjar, Muhammad Bardan. 

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa secara serentak, Kejaksaan Negeri 

Tabalong menggelar penyuluhan hukum pada sejumlah kecamatan di wilayah Tabalong. 

Kegiatan ini tidak lepas dari kehadiran kepala desa yang menjadi sasaran untuk edukasi 

mengenai hukum. Khususnya tentang pengawasan dana desa. 

Tim Intelijen Kejari Tabalong mendatangi kantor Kecamatan Upau, Jaro, Tanjung 

dan Murung Pudak untuk penyuluhan hukum tersebut. Kasi Intelijen Kejari Tabalong, 

Amanda Adelia menerangkan, penyuluhan hukum yang dilaksanakan dengan menyasar 

pihak kecakapan dan desa yakni untuk edukasi hukum dalam program Jaga Desa, khususnya 

Pengamanan dan Pengawasan Dana Desa serta pencegahan mafia tanah. 

“Penyuluhan hukum ini juga untuk membantu meminimalisir terjadinya 

permasalahan hukum yang menunjang setiap kegiatan yang berkaitan dengan Dana Desa 

serta Pencegahan Mafia Tanah yang ada di Kecamatan Upau, Kecamatan Jaro, Kecamatan 

https://banjarmasin.tribunnews.com/tag/kejari-tabalong
https://banjarmasin.tribunnews.com/tag/kejari-tabalong
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Tanjung dan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong,” kata Amanda, Sabtu 

(17/2/2023). 

Sementara tujuan dari penyuluhan hukum tersebut yakni untuk memberikan 

kepastian hukum dalam penanganan dana desa. Ditambahkan oleh Kepala Sub Seksi 

Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis Gede Agastia Erlandi, 

pihaknya mengajak camat dan Pemdes untuk bersinergi dalam pencegahan AGHT. 

Sehingga kata Landi, pencegahan AGHT bisa diatasi atau diminimalisir dalam 

program yang menunjang setiap kegiatan, serta melaksanakan tugas secara profesional dan 

tertib administrasi serta berpedoman pada peraturan yang berlaku. Tujuannya agar pekerjaan 

tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu. 

 

Sumber Berita 

1. https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/26/gencar-laksanakan-program-jaga-desa-

kejari-kabupaten-banjar-petakan-permasalahan-perdata-hingga-tun, Gencar 

Laksanakan Program Jaga Desa, Kejari Kabupaten Banjar Petakan Permasalahan 

Perdata Hingga TUN, (26/02/23) 

2. https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/18/kejari-tabalong-sasar-pemdes-untuk-

penerangan-hukum-pengawasan-dana-desa-dan-mafia-tanah, Kejari Tabalong Sasar 

Pemdes Untuk Penerangan Hukum Pengawasan Dana Desa dan Mafia Tanah, (18/02/23) 

 

Catatan: 

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara1 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 20202. 

 

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016  Pasal 1 ayat (1) Desa 

adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

                                                             
1 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016 
2 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020 

https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/26/gencar-laksanakan-program-jaga-desa-kejari-kabupaten-banjar-petakan-permasalahan-perdata-hingga-tun
https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/26/gencar-laksanakan-program-jaga-desa-kejari-kabupaten-banjar-petakan-permasalahan-perdata-hingga-tun
https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/18/kejari-tabalong-sasar-pemdes-untuk-penerangan-hukum-pengawasan-dana-desa-dan-mafia-tanah
https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/18/kejari-tabalong-sasar-pemdes-untuk-penerangan-hukum-pengawasan-dana-desa-dan-mafia-tanah
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020
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Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 

Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana 

Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu 

perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat; dan 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

 

Penggunaan Dana Desa  
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1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) 

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;  

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) 

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan 

Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan 

Rencana Kerja Pemerintah Desa; 

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 

Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai 

pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa; 

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 

Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

harus memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat Desa berupa : 

a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program 

dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada 

meningkatnya kualitas hidup masyarakat. 

b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:  

1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;  

2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;  

3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;  

4) meningkatkan pendapatan asli Desa. 

c. penanggulangan kemiskinan;  

Diutamakan untuk:  

1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;  

2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;  

3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai 

untuk menyediakan lapangan kerja; 

4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang 

menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;  

5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting). 
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d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan 

program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. 

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 

Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud 

antara lain : 

a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan 

sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non 

alam; dan 

b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan 

sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial. 

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 

Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud 

merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran 

penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau 

skala besar, paling sedikit berupa: a. Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19); dan 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 

Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa 

BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, 

program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk 

mendukung pencapaian SDGs Desa. 

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip: 

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia; 

2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa 

tanpa membeda-bedakan; 

3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya 

dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai 

kemanusiaan universal; 

4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk 

keberlanjutan kehidupan manusia; 
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5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang 

didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan 

kewenangan Desa; dan 

6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya 

berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan 

pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinas. 

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 

8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, diprioritaskan 

untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa. 

 

Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Pada Bab II Pasal 5 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk 

program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang meliputi: 

 Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; 

 Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan 

 Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa. 

 


